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Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN
Persyaratan HAM RI KEPULAUAN RIAU / Lembaga

1. Surat Pemberitahuan dﬁ?%?)@ﬁ@h@g@[@ {iflgm!IA Batam

No. SK :

Sistem, M ekanisme dan Prosedur

1. Pembimbing Kemasyarakatan menerima surat perintah pendampingan anak yang berkonflik dengan

hokum
2. PK membuat litmas untuk pendampingan anak
3. PK melakukan pendampingan terhadap anak disetiap tahap peradilan dan melakukan upaya diversi

4. PK melakukan pendampingan di sidang pengadilan PK melakukan pendampingan, pembimbingan, dan

pengawasan terhadap hasil kesepakatan diversi dan putusan pengadilan

Waktu Penyelesaian

4 Bulan

30 hari sampai 4 bulan (sesuai proses diversi atau peradilan anak sebagaiman UU No. 11Tahun 2012 tentang

SistemPeradilan Anak

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendampingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum

Pengaduan Layanan

‘ Biaya/ Tarif

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 26 Jun 2024 pukul 01:05. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
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E Kementerian Hukum dan Hak Asasi

! Wﬁg{'rﬁ’uds'{é“??(‘e‘EPest%tﬁ'aa{‘J7r%’é“%h'7a” Narapidana berada di Lapas;
2. Kelengkapan dokumen waji b d| enuhi paling lama 1/3 satu Ber tiga) masa pidana sejak Narapidana

KA KEMENTERIAN HU
berada di Lapas;

3. dalam hal surat pember|_l'A}1|\{|JaRr1I IKeE}EeleaLkAs\gJﬁmgééHt/ch'% ba %patkan balasan paling lama 12 (dua

belas) hari terhitung seﬁ@@&?@’ééﬁ'@@@ﬂﬁ%‘ﬁ%ﬂﬁ@?@m Bersyarat tetap diberikan;

4. Kepala Lapas wajib melakukan perbaikanusul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari
terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Bersyarat;

5. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Bersyarat paling
lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Bersyarat diterima dari Kepala Lapas;

6. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Bersyarat paling
lama 3(tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti Bersyarat diterima dari Kepala Lapas;

7. Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin
tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;

8. Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur

Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
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